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WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 69 TAHUN

2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KOTA BONTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi pendapatan dan
meningkatkan kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan
sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bontang dengan
memperhatikan  kondisi perkeonomian masyarakat,
maka dapat diberikan pengurangan atas pokok ketetapan
berupa pengurangan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak
dan/atau dapat berupa penghapusan sanksi administrasi

denda piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 69 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kota

Bontang;



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 69 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
WILAYAH KOTA BONTANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 27 ayat 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf
c dalam Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 69 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kota Bontang (Berita Daerah
Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 69) sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27
(1) Pengurangan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak apabila:

a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya
dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu
lainnya;

b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain

yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan
subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran
pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,

penerima tanda jasa bintang gerilya, janda atau dudanya;



2. Objek pajak berupa lahan
pertanian/perkebunan/perikanan /peternakan yang
hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi
yang berpenghasilan rendah;

3. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan,

sehingga kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi;

4. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 nya

sulit dipenuhi; dan/atau

5. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per
meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan

dan dampak positif pembangunan.

b. Wajib Pajak Badan meliputi objek pajak yang Wajib Pajaknya
adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan
kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya sehingga

tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan

c. Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dapat
diberikan pengurangan untuk seluruh objek pajak yang
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,

angin topan, dan tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau

wabah hama tanaman.



Pasal I1

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 29 Januari 2018
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 29 Januari 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ARTAHNA

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 1




